
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR3s TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BI SMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) d.an
FasaL 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
meneiapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Kabupaten Aceh
Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gB1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 32091;

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 189);

3. undang-undang Homor 1 Tahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembararl Negara Repubrik
Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAM tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagair:ana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OZS tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
LTndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zo23
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6, Undang-Undang Nomor L Tahun ZOZZ tentang Hubungan
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2Z Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6T3Z):

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A24 tentang Kabupaten
Aceh utara (Lembaga Negara di Aceh Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indor+esia Nomor 6930);
8. Peraturan Pesrerintah Nornor

Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia Tahun 2019 Nomor

12 Tahun 2019 tentang
(Lembaran Negara Republik

42, Tarrhahan Lembaran

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETzuBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2OZ3 tentang

Ketentuan Umum pajak Daerah darr Retribusi Daerai
IJ*TbT* Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor gS,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6gg1)j

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tatn:n 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17g1):

11.Qanun Ka:bupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerai
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutarr daerah sebagai pembayararl atas jasa atau
pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adatah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Irlegara Repubiik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan olen pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dal tugas pembantual
dengnn prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Nega.ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
peny€lenggara Pemerin-tahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menja& kewenangan
daerah otonom.

6. Bupati adalah BupatiAceh Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan pLmerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Per.industr.ian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
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9. unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnl,a disebut uprD
adalah Unit pelaksana pengelola pasar yans mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas pr.da masin!-rn."-irg
wilayah kerja.

10. Tarif Pelayanan pasar adalah biaya yang dikeluarkan,atas jasa
penggunaan sarana/prasarana dan jasa pelayanan pasar,
dengan pengertian lain bahwa sebagian atau seluruh biaya
penyeienggarlan kegiatan pelayanan pasar yal1g dibebankan
kepada wajib Retribusi sebagai imbalan- atas jasa
sarana/prasarana yang digunakan dan jasa pela5ranan y"rrg
diterimanya.

ll.Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan
kepada Wajib Retri.busi J,ang dipungut biaya.

12. Pelayanan Pasar adalah segala kegiatan yang diberikan oleh
Pemerintah Dae.r.atr kepada Waji.b Retr.ibusi.

13. Pejabat adalah pega:wai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan d"an/atau retribu"si d.aerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/Ltau
perizinan.

15. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda.l yang
merupakan kesatu€ur., baik yang melakukan usah" *",iprm
yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbatas,psrseroan Kornanditer, Perseroan lai11pya, Badan Usalra Milik
Negara (BUMN), Badan usaha N{ilik Daerah (BUMD), atau
badan usaha miuk desa, dengan nama dan dalam 

'bentuk

apapun, firma, kongs:, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkurnpr.r.lan, yayasan, organisasi massa. organisasi sosiatr
politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintatr Daerah bempa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatane J,ainnya yang dapat dinihati oleh orang pribadi
atau Bad,an.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah
Daerah yang bersar.rgku.tan.

19. Bukti pennbayaran adalah bulcti pernba5zaran secara tunai dari
wqjib retribusi kepada kasir atau Bendahara penerimaan.

20. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
ssRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembqyaran yarlg ditunjuk oleh,r Kepala Daerah,

21. surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya
disebut SKRD, ada-1ah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

(
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22. surat Tagihan Retribusi Ka-bupaten, yang selanjutnSza disebutsrRD, adalah surat untuk meiakukan tagiiran" Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa d.enda.

23. surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang
selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat r"rr"tu.p.r,
Retribusi yang menentukan ju-mlah kelebihan pembayJran
Retribusi karena jumlah Penetapan Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak
terhutang.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengtrimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau -brr-kfi 

yang
dilaksanakan secara o.bjektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk mengqji kepafuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untul< tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentual peraturan perunda.ng-
undangan Retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
$erangksi*Ll tindakan yang d_ilakrka_n oleh pen-yidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 2
(1) Maksud Peratura,n Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata

cara Pemungutan Retribusi pelayanan Fasar d.alam
Kabupaten Aceh Utara.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk rnengatr.lr proses
pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban
pembayaran atas pelayanan pasar.

BAB III
RUANG LINGKI]P

Pasal,3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. nama, objek, subjek, dan Wajib Retribusi;
b. penetapan besaran Retribusi;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan;
e. penagrhan Retribusi;
f. keberatan Retribusi; dan
g. penatausahaan.

BAts IV
NAMA, OB.IEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas
pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang diselenggarakan Pemerintah
Kabupaten.

(
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Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal S

(1) Objek Retribusi ada.lah penyediaan fasilitas pasar tradisional
atau sederhana, berupa pelataran, atau kios yaqg dikelola
Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakai untuk
pedagang.

(2) objek Retribusi pelayana:: pasar se-bagaimana dimaksud pada
a5zat (1) rneliputi;
a. kios, terdiri dari:

1. Permanen
a) blok A
b) blok B

2. semi pefinanen
b. Pelataran terdiri dari:

l.lapangan
2. berjualan ikan
3. pasar unggas
4. bejualan daging

a) harian
b) hari meugang

Bagran Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6
(1) subjek Retribusi Pelayanan pasar adalah orarg pribadi atau

Badan yang memperoleh pelayanan pasar.
(2) wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh pelayanan pasar.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSi

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi
layanan, jangka u'aktu pemakaian fasilitas pasar, jenis
pemakaian fasilitas pasar dan atau kelas pasar y*g
digunakan.

(2) Struktur ta^rif retribusi perayanan pasar digolongkan
berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halnman itu.,
pelataran, kios, lokasi, luas lokasi, blok dan jangka waktu
pemakaian serta kriteria kelas.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

(1) Retribusi dipungut dengan merlggunakan SKRD, dskurnen
lain yang dipersamakan atau Bukti Setoran Sementara.

(2) Dokurnen lain yang dipersarn-akan sebagaimana dirneksud
pada ayat (1) adalah berupa karcis.

(



(3) Bukti Setoral Sementara sebagaimala dimaksud pada ayat(1) diterbitkan oleh Dinas ditandatangani oletr petugas
Pemungut yang ditunjuk atau Kepala UpTD.

(4) Bukti Pembayaran Setoran Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dieetak dengan rincian sebagai berikut:
a. lembar ke 1 untuk wajib retrihusi;
b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut

Retribusi; dan
c. lembar ke 3 untuk pertinggal pada perangkat Daerah/Unit

Kerja Pemungut Retribusi.
(5) Pembayaran Reldlusi dilakukan melaiui:

a. oleh Petugas Pemungut atau Kepala UFIID; atau
b. Wajib Retribusi membayar secara langsung melaui bank

yang ditunjuk.
(6) Pembayaran metralui Petr.lgas pernungut atau Kepala UpTD

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disetor secara
tunai atau non tunai melalui:
a. Bendahara Penerimaan; atau
b. Bank yang ditunjuk.

(7) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, bukti setoran Bank lembar ke 2, dan lembar ke 3
diserah<an kepada Petugas Pemungut atau Kepala UpTD
untuk disampaikan kepada Bendahara penerimaan.

(8) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(6i, Retribusi ya&g terutang disetor setiap hari ke4a (t x 241jam ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara
kode Rekening 030.0 1.02.8033 17-4.

(9) Berdasarkan SKRD. Karcis atau Bukti Setoran bank,
Bendahara Penerimaan menerbitkan SSRD.

(lO)Untuk Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) akan dicabut setelah diterbitkanya SSRD berdasarkan
Bukti Setoran dari Bank.

(ll)Khusus Petugas Pemrmgut Pelataran pasar (Haria) dittmjuk
oleh Kepala Dinas berdasarkan Rekomendasi Camat.

(l2)Format Permohonan, SKRD, Karcis, Bukti Setoran Sementara,
dan SSRD tercantum dalam l,ampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN

Pasal 9

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan retribusi
kepada Bendahara Penerimaan Dinas apabila te{adi
kekeliruan, tanpa perlu adanya permohonan kepada Kepala
Dinas dengar menverahkan bukti pembayaran yang sudah
terbit kepada Bendahara Pencrimaaa,

(2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi ulang atas bukti
pembayaran apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
pembetulan dan pengembalian retribusi.

Pasai 10

(1) Pemohonan Pembatalan retribusi dapat dilakukan dengan
alasan keadaan kahar meliputi:
a. Bencana alam
b. Kebakaran

{
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c. Kerusuhan rnassal atau hur,u hara
d. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1)
difujukan kupada Bupa;i melafui Dinas.

Pasal 11

(1) wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan
keringanan Retribu.si Pelayans:r pasar pada Dinas

disertai dengan alasan dan keterangar. yang benar.
(2) Permohonan penguranga-n atau keringanan se.bagaimana

dimaksudpada ayat (1) diajukan kepada Dinas.
(3) Dinas melakukan verifikasi terha"dap perrnohonan yang

diajukan sebagaimana dimaksud pada alrat {21 untu[
memberikan validasi keterangan datam permohonan wajib
retribusi.

(4) Pember:i"an pengurangan atant keringa*ran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan srRD dan
didahului dengan surat teguran.

{2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah 14 {empai belas1-hari
terhitung sejak tanggal jatr.rh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu paling lama L4 (ernpat belas) hari
terhitung s€jak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disarnpaikan, Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusi ya.ng terutang.

(fl Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat dipenuhi oleh waji.b Retribusi, pelunasan Retribusi yang
terrrtang dilakukan melalui jalur atau prosedur j,*rlg
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Format srRD dan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
a,yat (1) tercantlrm d-alam tampir.an II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) wqiib Retribusi wajib membayar Retribusi terhutang setiap
Tahunnya.

(2) Apabila wajib Retribusi tidak membayar maka akan dilakukan
penagihan sebagaimana dirnaksud dalam pasatr tr2.

(3) Apabila Penagihan sebagaimana dimaksud pada qyat (2) tidak
dibayarkan maka akan dilakukan tindakan pengalihfungsian
kepada Penyewa 1ain.

BAB IX
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atau Pejabat yar:rg ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dip+-rsamakan.
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(2) Kebera.tan diajukal secara tertulis dalarn bahasa Indonesia
dengarr disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus_ diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
$Saf bujan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jitia Wajib
Retribusi dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu terseb-ut
tidak dapar dipenuhi karena keadaan kahai.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. Bencana alam;
b. Kebakaran:
c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
d. Wabah penyakit; dan/ atau
e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda- kervajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribuii.
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Pasal 15

Pasal 16

BAB X
PENATAUSAHAAN

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dala_,.n jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal su.ai k.beratan diterimi
harus memberi keputusan atas keberatan lr'ang diajukan oleh
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 avat
(1) dengan rnenerbitkan surat keputusan keberatan

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan
dapal berupa menedma seluruhoya atau iebagisx, menolek,
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewa: dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

- 
tidak

memb€ri suatu k€putusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima seluruhnya.

(1) Jika pengajuan keberatan diterirrra sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan
ditambah imbalarr denda sebesx 0,60/o (nol koma en-am
persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari
bulan dihit,,rng penuh 1 (satu) bulan-

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 11) dihitung denda
se; ak bulan pelunasan sampai dengan diterbiikannya
SKRDLB.

(3) Format SKRDLB sebagaimaaa tercamtum dalam Lampiran III
yang rylerupal<aq bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati iri.

Pasal 17

(1) Bendahara Penerimaan dalam penatausahaan pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas bertanggung jawab
untuk:
a. menghitung dan memastikan jumiah uang )'ang diterima

telah sesuai dengarr nilai nominal ytrrg tercanturn pada
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

{
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b. mencatat/membu-kukan seruruh rangkaian kegiatan
Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dingan
penyetor3n h-asil pungut Retribusi pelayanan pasar prau"
Dinas daiam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai
kebutuh-an; dan

c' menga-rsipkal dan merlgs.mankan se.lu.ruh dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencatatan/ pembukuan.

(2) Buku kas umum sebagaimani dimaksui pada ayat (1) huruf b
atau buku lain yang sejenis disiapkan dan dird^ka, oieh
Bendahara Penerimaan sesuai dengan forraat yarlg baku
berdasarkan ketentuaa peraturan perundang-undangd,

Pasal 18

(1) Bendahara Penerirnaan wajib rnembuat dan menyampaikan
laporan pertanggungiawaban realisasi penerirnaa' d.an
penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara
administrasi maupun secara fungsional.

{2) Bendahara penerimaan metaporkan realisasi se-bagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka walctu p"li"s lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 19

Penyampaian iaporan pertanggungjawaban secara adm:nistrasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ditujukan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh utara selaku koordinator
pemungutan retribusi daerah untuk,Cievaluasi,

Pasal 20
(1) Penyampaian iaporan pertanggungjawaban secara fungsional

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ditujukan kepada
Pengguna Anggaran Dinas.

(2) Laporan pertanggungiawaban secara fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dilengkapi dengan bukti penirimaan
dan penyetoran serta buku kas u:num.

Pasal 21

Blanko laporan pertanggungiawaban realisasi penerimaan dan
penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional rnaupun
secara administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g
disiapkan oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Aceh utara Nomor 2 Tahun 2oL4 tentang petunjuk pelaksanaan
Qanun Kabup-aten Aceh Utara Irlomor 13 Tahun 2ol2 tentang
Retribusi Pela5,anan Pasar (Berita Kabupaten Aceh Urara Tahun
2Al4 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f
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Pasal 23

Peraturan Bupati ini rnulai bertraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang :tlengetahuinya, memerintahkan pengundangan
P-eraturan Bupati tai deugan pener_nparann_]a dalarn- Belita pari"t
Kabupaten Aceh tltara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 93 AtoUYnl brr M

1umodu, ArDctt L446 H

UTAM,

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3g L\c )vm\cBr 2024 M

S7 '\UMadtl Aural L446TI

Pj
UTARA,

$

*
Yt

(

(,
F

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR ;5

I

n"'

s I-t
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMTINGUTAN RE"TRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

Nornor
Lampiran
Perihal

. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

. Foto Copy I\IIPWP

20......
Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Utara

C.q.Bapak Kepala Dinas Perdagangan,
Perind'estrian, Koperasi dan UKM
Kab. Aceh Utara
di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

ini mengajukan Permohonan kepada Bapak untuk dapat menvewa 1 (satu)

s yang berlokasi di ....

kios tersebut akan saya perguoakan untuk berjualan
bahan pertimbangan Bapak tti.rut sa5ra trampirkan persvaratan sebagai

l.

yang dapat karni sarnpaikan besar harapan sa]ra sernoga terkabul
sebelumnya saya ucapkan terima kasih

Hornaat Saya,

Pemohsn

t

qP
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B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDAGANG AN, PERIN DUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD}

No. Reg

Berdasarkan ketentuan Pasal 68, dan Pasal 70 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tah.rn 2024
tentang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten ditetapkan Wajib Retribusi sebagai berikut :

Nama

Alamat

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

Kelas Pasar

Luas

Jenis Retribusi kabupaten

Tarif Retribusi per m2

Jumlah Retribusi

.2A....

d
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C. KARCIS

Seri : A
No.

@,,PELITYAT{AN

SERI: A No.
BUKTI LIINAS PEIUBAYARAN REIRIE{'SI PELAYANAN PASAR

UNTUK PELATARAII
Qanun Kabupaten Aceh Utara N,rrnor i Tahun 2024PASAR KLAS I, II, dan III

Setiap Lapak / Ekor
Untuk : Berjualan Daging Hari Meugang Klas I, II, dan III

setiap Lapak / Ekor
Rp. 4O.OOO,. (Empat puiuh ribu rupiah)

Retn'bu3i inl dipungut oleh Dlmr Ptrdrgrngr& Ptrltrdu.tsltq l6Dcrr{l datr UIo|I l(rt. acch ut8t6
dan karcls ifli &cetB-a oleh Beega Pongololaan IGuettgaa Daem! I&b, Aerh UtetaRp.4O.OOO,-

(Empat puluh ribu
rupiah) .,20....

Petugas Pengutip,

Areip :

Seri : A
No.

PELAYANAN PASAR
KLAS I

Setiaplm2/Han

Rp.7.OOO,-
(Tujuh ribu rupiah)

Arslp:

PEMERINTAH I{ABUPATEI{ ACEH UTARA

SERI; A No.
EUKTI LUNAS PEMBAY.A.RAN RTTRIBUSI PILAYANAN PASAR

UNTUI{ PELATARAIq
Qanun Kabupaten Aceh Utara Norr.or 1 Tahun 2024

Untuk I Pasar Unggas / Ayarn KI;as I, Setiap I M2 I Han
Rp. ?.OOO,- (Tujuh ribu rupiah)

Retntusi iri dipungut olcb Diqar Pordegaagan, Pcrladu*riaa, I{otrEra3i,r.n IrIo( Ibb. AcGb utara
dan karcis ini dicetak oleh Be,riF pcrgclolBen Ireuaagan DacteL xrb. acd. utar.

,20
Petugas Pengutip,

Seri : B
No.

PTMERINTAH I{AEUPATTI{ ACEH TITARA

PELAYANAI{ PASAR
KLI\S II DAN III

SERI: B No.
BUKTT LUIVAS PEIIBAYARAI{ RDTRIBUSI PPLAYANAN PASAR

UNTUK PELATAXAI{
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nc,mcr 1 Tahun 2024

SetiapIm2/Hari Untuk: PasarUnggas / Ayan KIas iI dan III, Setiap L M2 / Hari
Rp. 5.OOO,- (Lima ribu rupiah)

Retribusi irri dipungut oleh Dlner Perdagaager, Pcrlrldurtrlar, Ibpensl dan UI(M Kab. Acch Utara
dan ka-rcls ini dlcetal oleh Bedaa Poagelolaaa Eeuaagan Daerah lkb, Aceh UteraRp. 5.OOO,-

{Lima ribu n:piah) ..,20.....
?etugas Penggtip,

Arsip:

ft?



Seri : A
No.

PELAYA$AT{ PASAR
KLIIS I DAil II

SERI: A No.
BUKTI rUNAS PEMB4I+RA![ RETRTBUST pErAy4.NAr{ PASAR

eanun n*orr.."ffir 1 Tahun 2024
Daging Harian
Setiap lm2 I Han untuk: Berjualan Daging Harian Klas I dan II, setiap 1 M2 / Hari

Rp. 1O.OOO,- (sepuluh ribu rupiah)
Retribusi Lni dipungut orrh Dluas p€rdatsngsa, periDdu8trlsa, Kop+EsI dar uRIf, I{.Bt, Acch uteraCm krcis ini dicetak ole_1 Ba.ron pengeiol,aan l(euangsn Daerah liab. Aceh UtaraRp. lO.(X)O,-

(Sepuluh ribu rupiah) ....,20.....
Petugas Pengutip,

Arsip

Seri : A
No.

PEL/\YANAN PASAR
KLI\S I

SetiapIm2 lHari

Rp.6.(X)O,-
(Enam ribu rupiah)

Arslp

-t4-

SERI: A No.
BUKTI LUNAS PEMBAYABAI{ RETRIBUBI PELAYANAN PASAR

eanun o"o.rrr,"ffir l Tahun 2024

Untuk : Berjualan Ikan : Klas I Setap 1 M2 / Hari
Rp. 6.OOO,- ,Enam ribu rupiah)

Rstribusi ioi dipurtgut oleh Dldes Pcsde8atrgru, Perlndustrtad, Nop.trst d,aa UIo[ t{€b. Accb Utera
dan karcis ini dicetak oleh Bedea peugelolrnn Ke.aEgaa Daerah Kai. Aceh utera

',20.,..'
Pefugas Pengutip,

Seri : B
No.

PELAYANAI{ PASAR
I(LAS III
Daging Harian
Setiaplm2 lHari

Rp.7.OOO,-
(Tujuh ribu rupiah)

Arsip :

SERI: B No.
BUKTT II'IAS PEMBAYARAI{ RETRIBUSI FELAYANAN PASAR

U!{TUK PELATARAN
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Untuk : Berjualarr Dagir:g Harian Klas III, Setiap 1 M2 / Hari
Rp. 7.OOO,- (Tujuh ribu rupiah)

ReFi-busi ini dipungut oleh Dltds Peralagarrgar, Petladustrlrrr, Kopera.l .tan uxu t(rb- Acab utarada,, karcis ini dicetak oleh Badar lrcngelobca l(euaagen orcreh rieb. Aceh utera

;;d;;;,#;;;:

,&



Seri: C
No.

PELAYANAIT PASAR
KLAB III

SetiapIm2 lHari

Rp.4.OOO,-
iEmapat ribu rupiah)

Arstp
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ACEH

SERI: C No.
BUKTI LUNAS PEMBAEARAT{ Rp"rRrBUSr pl}LAyANAU pAS-AlB

UNTUK PELATARAN
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Untuk ; Berjualan Ikan : Klas III Setiap I M2 / Hari
Rp. 4.OOO,- (Empat ribu rupiah

Reaibusi ini iipungut cdeh Dioas perdag&agr!, pedadust.lm, Koperasl daa uKM Kab. Aceh
dan karcis inl dicetak oleh Bedat Peagelolaeu Keuaogas Daerah llf,b, Aceh Utara

,',,,,.,20,,,'
Petugas Pengutip,

Seri: B
No

PEI,AYAI|AN PASAR
HLAS II

SERI; B No.
BUKTI LUNAS PEMEAYANAH RETRIBUSI PELAYA}IAN PASAR

UNTUK PELATARAN
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor i Tahun 2024

SetiapIm2/Hari Untuk : BerjuaJan Ikan ; Klas II Setiap I M2 I Hari
Rp. 5.OOO,- (Lima ri'ru rupiah)

Rp.5.OOO,-
(Lima ribu rupiah)

Retribusi ini dipungut oleh Dlses Pcrdagengrn, Pcrlndustrlan, Koperral dan UKM l(ab. Acch Utsra
can kercis ini dicerak ole*r Eadan p:agololarn K6uangan Deorah Krb, Aceb Utara

20......
Petugas Pengutip,

Arsip r

Seri: A
No.

PEMERITTTAH I{ABUPATEI{ ACEH UTARA

PELAYANAN
PASAR KIAS I

SERI: A No.
BUNTI LU$Ag PE&TBAYA,RAN RSTRIBUSI PELAYANAH PASAB.

UNTUX PELATARAN
Qanun Kabupaten Aceh Utara irlomor 1 ?ahun 2O24

Setiaplm2/Hari untuk : Lapangan Pasar : Klas I
Rp. 5.OOO,- (Lima ribu rupiah) I }:^ar:,

Rerribrsi ini dipungut
dffr ka.rcis ini Ctcetak

oteh Dlnac Pef,degeage!, Perltldu.stri{r, RopereBl dan UNI| Kab. Acch Utara
olet- BadEa Pcogclolaar Kellargan Dacrah IIab. Acch Ut6teRp.5.O0O,-

{Lima ribu rupiah} / hari .,24....
Petugas Pengutip,

Arslp:

-&
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B
No.

PELAYAITAN
PASAR I{II\S II

SERI: B No.
BUNTI LUI{As PEMB+ES{: RETBIBUSI PELAYANAN PASAI

eanun *o.ror,uffir l Tahun 2024

Untuk : Lapangan pasar : Klas II
Rp. 3.OOO,- (Tiga ribu rupiah) / hari

i

ipo3"*r. * gtun8:rt ohh Dlaar PGrdqgrFgBtr, pert rdurtrtar, Eopcraal d.rr ultll lrab, Acctr Utrra'drn karcis ini dicetak oreh Badan pcryelotai" i<o"."g'ib"er.h Keb. Aceb uta,"
Rp.3.OOO,-
(Tiga ribu rupiah) / hari .,20.....

Petugas Pengutip,

Arslp:

Seri : C
No. '@
PELAYANAN
PASAR KLAS TII

SERI: C No.
BUKTI LUNAS PEMB+Y4F4N RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

eanun rruorr*,.ffir l rahun 2024

Unluk : Lapangan Pasar : Klas Itr
Rp. 2.OOO,. (Dua ribu rupiah) / hari

Rp.2.O0O,-
(Dua ribu rupiah) / hari

F:etribusi ini dipungut ol-eh Dloer perdrgaegea, pertndustrlr!, Koperssl dss UI(l[ Keb, Aceh Utcredan karcis ini dicetak oleh Badra rengc-rora-a" i<."""i"" 6"ereh tbb. Acch ut..

,20.....
Petugas Pengutip,

f
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D. BUKTI SETORAN SEMENTARA

(ffi;
PEMERINTAH KA.BUPATEN ACEH UTARA

DI I"IAS PERDAGANGAN, P :BI N )USTRIAN, KOPERAS I

DAN USAHA KECIL \4ENENGAH

BUKTI SETORAN SEMENTARA

RETRIBUSI DAERAH/SEWA KIOS/SEWA TANAH

SERI : A

NAMA

NPWRD

ALAMAT
K ECAMATAN

Pembayaran Retribusi

sebesar Rp. ...

Pe mbayaran Retribusi baru dianggap sah apabila wa. ib Retribusi telar menerima bukti pembayaran yang telah diberi nomor

Kas Regis$asi Kaslr atau cap tanda tangar darl k:sir Dinas Per&gangan, Perlndurtian Koperasl den Usaha Kecil Menelgah

Catatan :

Lembar I

Lembar ll

Lembar lll

Untuk WR

UNTUK UPTD

Untuk Dinas

Petugas

( )

*
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E, SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDAGANG.A,N, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH )

PASAR..........
KECAMATAN ...,......

Nomor

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi pelayanan pasar dalam Kabupaten Aceh Utara
Nama

Alamat

Kelas Pasar

Nomor Register

Luas

Tarif Retribusi Perbulan

Retribusi yang harus di bayar

Rp

Rp

/m'

Terbilang

, ......20....
Wajib Retribusi Petugas

Tanda ta ngan, Nama Tanda Tangan, Nama, Nip dan cap SKpK

UTARA.

?

,{

t

\

* 15

!'
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LA&'IPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoRre rauuN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORI\IAT SURAT TAGIITAN RETRIBUSI KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPA'EN ACE { UTARA

DINAS PERDAGANGAN, PERINDIJSTRIAN,

KOPERASI DAN USAHA (ECJL M:NENGAH

{

SURAT TAGIHAN RETRIBLjSI DAERAH

tvIASA RETRIBUSI :

TAHUN :

STRD
NOMOR

REG.

Nama

Ala rat

NPWP

Dari Penelitlan dan atas pemeriksaar tersebut di atas penghittngan ju.nlah yang harus dibayar adalah sebagai
ber kut :

letribusi Yang Harus Bayar Rp.

Sanksi Administrasl
Rp.

J Jumlah yang harus di Bayar (1+2)
Rp.

lah

PERHATIAN :

1, Harap penyetor dilakukan nelalul Bendahera penerlmaan /stafyang dltunJuk dengan nenngunakan SKRD Inl / Karcls

Z. Surat.Ketetapan ini dinyata<ar LUNASjika telah disahkan/validasi Kas Registrasi atau cap/tanda tangan pejabat Bank
lrang berwenang.

3. Apabila STRD ini tidak atau kuran3 bayarsetetah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per b.rlan .

KEPALA DI NAS PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN AC=H UTARA

dislni
Nomor leg

NPWP

Nama

Alamat

..,.....20....
Yang Menerima

)coret yang tidak perlu

@

rr*n n rl-n



B. SURAT TEGURAN

-24-

TEN UTARA
D1NA S PERDAGANGAN,PERINDUSTRTAN,KOPERA SI

DAN USAHA KECIL MENENCA}.
Jln. Mayjend l.lyak Adam Kamil No.T Lhokseumawe Kode pos 243 l3

Telp. (0645) 6500586 Fax. ('0645) 42305
Email:

Nomc,r
Lampiran
Perihal

Tembusan :
'1. Bupati Aceh Llara
2. Inspektur Kabupaten Aceh Utara
3. Kepala Saeot PP dan WH Kab. Aceh Utara
4. Camat

Webside :illrw.acehutara

24.,..

Kepad4
Yth, sdr.......

Teguran

di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2fi24 teriangRetribusi pelayanan

Pasar dan sesuai Surat Ketetapan Reffibusi Daerah (SIRD) sena dats realisa-ci pAD serva.....

saudara belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sewa kios tahun ......... sebesar Rp.

2. Kami mengharapkan saudara agar segera melunasi kerajiban saudara. dan apabila sampai dengan
tangga1.....,.,.... ',. Saudara tidak melunasi tunggakan, maka kami akan n-elakukan penyegelan dan
menyewakan kepada pedagang lain.

3. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.... .... 20....
KEPALA DI N{S PERDAGANGAN

PERINDUSTRIA},I KOP TRASI UAN UKM
KABUPATE\ ACEH UTARA

r) I{

UTARA,

n,.7tv{

{

,l
ACEH
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NGMOR 3 STAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR

UTARA,
*

a{

{

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
D]NAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

No. Reg:

Nama
Alamat
Nomor Pokok Wajib Retribusi Kabupaten
Kelas Pasar

Luas

Jeris Retribusi kabupaten
Tarif Retribusi per m2

Jumhh Retribusi

Catatan :

Bagi wajib Retribusi tidak menyetor pada
wakt,lnya dikenakan sanksi admlnistrasi berupa
bunga sebesar 2 yo seliap Bulan dari Retribusi
yang terhutang.
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran,
da pai mengajukan permohonan pengem balian
ke,ebihan pembayaran kepada Bupati Cq. Kepala
Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan
UKM

Nc. Req :

Nama Wajib Retribusi
Diterima tanggal :

Tanda Tangan

( .)

Nama Terang


